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ABSTRAK

Kehocmuthnmbldldxlndonwumenwukanmmw
dalam menangulangi kebocoran data pribadi yang terjadi di masyarakat, yang
dalam hal ini pemerintah dalam melaksanakan tugasnya. Diwakilkan oleh Menteri
KNomunikasi dan Informatika Tujuan penclitian ini adalah untuk me
mgpmmmmtkmhpuunmm

di Indonesia. Penelitian ini mﬂ. m M ebagai
berupa buku, asas-asas hukum, perun

hukum sekunder. Hasil punlmmm :
bahwa punemhh dalam menjm ol
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lal melakukan penelitian hukum dengan metode-metode dan analisis
wanlah :
Sefela

\nil ‘|.|\cnn|k;|L;m diatas. maka dapat ditarik kesimpulan sebagal
1t s

hukum dalam menanggulangi kebocoran data pribadi di Indonesia
gakan

filakukan pclncrim:lh ialah dengan melaksanakan fungsi pemerintahan
v dilaKuRé
g

vaitu:

a.

Menjalankan fungsi regulasi dengan mengeluarkan Peraturan Menteri
Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan
Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

Memberikan edukasi terkait data pribadi kepada masyarakat sebagai salah
satu bentuk peran pemerintah dalam upaya pencegahan kebocoran data
pribadi

Pengawasan yang dilakukan Menteri Komunikasi dan Informatika

terhadap penyelengara sistem elektronik

Pemerintah Indonesia dalam menjatuhkan sanksi sesuai dengan Peraturan

Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 hanya berupa

sanksi administratif yang dijatuhkan kepada penyelengara sistem elektronik

yang akj : :
8 skiba perbuatannya baik yang disengaja maupun tidak disengaja

mengakib .
okan data pribadi milik orang lain menjadi dapat terekpos oleh
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